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PEMERINTAH PERLU TARGET
PEMERATAAN PENDIDIKAN

Tahun ini merupakan tahun
keiga dalom penyelengoaroan
Penerimean Peserta
(PPDB) Sister Zonesi rm;un
lah Dasar, Sekolah Men

penyelenggaraan lebih baik.

Penyelenggaraan PPOB To-
hun 2019 berdasarkan Per-
mendikbud 51 Tahun 2018
tentang Penerimaan Pesezrta
Didik Baru pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Sekoiah
Menengah Pertama, Sekola
Menengah Atas, dan Sekolah
Menengah Keruan nl tolah
diubah menfadi Parmandikbud
Nomor 20 Tahun 2019 tentang

g Peneri
Oidik Baru Pada Tar nak-

anak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah

lem  pelsksansannya,
Ombudsman Rl mesakukan
pengawasan sebogai bentuk

telah terjadi dugaan Maladminsi-
trasi sebagai berikut:

Melihat _praktik Maladminis-
trasi tersebut, .

memberian saran kepada Men-
o Pondion don Kebudayosn

o
2. Tercget intervens pejabat dac-
rah dsiam PPOB & Jsws Timur

£
£R%
3
i

e Sdames B, don Joms
o

5.Aungtan tar pancrimaan 508
Mah tersc & Jawa Barat;

. Penyeienggaraan PPDB SMA tidak

menggunakan sistem 203, ter

J53di Nuss Tenggars Timur, OKI
sara

SARAN  Ombudsman  RI
I

epada Menteri Pendiciken

dan Kebudaysan Repubiik In-
donesie:

L

E

a

Manskan progea
dengen. parsncarasn dan po-
ropvasin ooh ket dolam

wiayeh Incoresa yang bekm
tersean
Pemerrtah harus punye target
ekt ter merstaon/
persebarsn fasitas den, ™t
pendidican sesum dengan zo-
ras,
Marnita agar kasiapan sebokim
pelaisanaan PPOB torkak it
Patt/skenaria A au C ketha
terRai ganggusn onine;
Memita agar setiap kepsla
wr, Bupats
dan Wallkota menerbtkan pera-

anten Bart

Helhat prick Molodminie
tras tersebut, Ombudsmar

Repubic ndonesie dan Mesker

(satu) bulan sebeium peaksa-
er08;

teminta peran skt Dinas Pen-

h swesta dl zonasl
ma sebesar 10 persen

dan ulusan jenjang penddikan

Sbekmore donen baren
fari pemeretah.

Ombudsman  RI
epada Menterl Dalam Negerl
Republik Indonesia:

1. Membertkan sankst kepads ke

engen per-
tam, Sekolen Menengah Atas,
dan Sekolan Menengah Kejo-

Bersiat aktf dalam pelaksa-
08

i
yang dikekarkan oleh Po-
marintah Pusat

3. Meminta agar Implementasi
anggaran minimal 20 per-

fasiltas den mutu pendi-
dikan;

Menginstruksikan  kepada
setiap Kepala Daeran (Kab/
Kota) agar tidak mentolerir
b penatvasn s
jar mekansme se-
bidperobliy -y

TAIUK

Ombudsman Sampaikan
Temuan Seleksi Anggota
KPI ke Kom: DPR

p———
budsman telah menerima beberapa laporan mengenal

‘dugaan penyimpangan prosedur dalam seleisi calon anggota

Kamis Peyioran Indoesia (P1) pusa periode 2013-2020

, P Malal

boen O tlah metskan ke epacs phk

terkait di antaranya Kementerian Komunikasi den [nformat

ka, Panitia Seleks, dan Komisi 1 DPR.

Osh karena ftu, Adrianus bertemu dengan Ketua Komisi 1
DPR RI, Dr. H Abdul Kharis Almasyhari, M.Si untuk menyam-
paiken hasil temuan Ombudsman peda proses pemihen
Calon Angcta K Prylrn indoness (), S (/7
@

dalam pemeriksaan laporan e temuan
‘adalan tidak acanya patunuk teknls (Juknis) atau SOP me-
jsme seleksi calon anggota KP1 Pusat periode
2019-2022, tidak aca standar penilaian beku yang Gjadiken
Fujukan untuk menentukan nama peserta scicksl yang olos
atau langt ke tahap berkutnya. Tim Ombudsman uga me:
nemukan batma tidek adanya standar pengamanan doku-
men stau informasi yang memadai ager informasi tidak
bocor ke pihak lan yang tidak berkepentingan.
Selain Itu, terdapat temuan tambahan yaitu Kementerian
Komunsasi dan Informatika merupaken
pemilinan Panitia Seleksi Anggota KFP1 Pusat 2019-2022 ber-
asarkan permintaan Komisi | DPR RI pada saat ROP tanggal
4 smmm 2019, Kemudian ditemukan ketidakkansistenan
Komisi Penyisran Indonesia Nomor
OAPIPIO7/2014 Tentang Kelembogaan Komet Penyioron
Indonesia oleh Pansel Anggota KPL

tia Seleksi Anggota KPI Pusat periode 2019/2022 telah ter-
bukti malakukan tindakan maladministrasi barupa melam:
i kewenangan dalam proses seleksi anggota Komisi Pe-
nyiaren Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2022 yang teleh
membust aturan sendin mealul kesepskatan yang tidak
datur dalam Undang-Undang datasnya, yakni Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Kharis memberiksn
respon posite, *Saya berterima kasih akan hasil temuan Om:
0 RI, hasi ini akan dijadikan referensi kualias penye:
lenggaraan pemilihan Calon Anggota KPI selanjutnya dan
menjadikan behan revisi UU Penylaran,

2, vl — —
KIPRAH
Menyelesaikan Pengaduan Maladministrasi
dengan Menyenangkan
v 1. Ctaning-Summriangsoep Norameskn ko

Sekarang ini, penyelengg
mmm bl mencsss dan

melskakan o
vas pelayanan pubi. Sebob,
tontutan masyorakat dalom
menapatian peloyanan pelk
su

Sipl Negara. Undang-undang i
telah mengatur asas penyeleng:
garan peyanan pubdk sara
hak gan kewajiban masyarakat
e etoyantn bk,

h beryek reyerslat

yaop e pelayanan
Yang ikukan leh pelaaana
an pelayanan

terbuka dan tidak menempet-
ke chonan atsupun
pengaduan masyarakat ke hal
Yang pen- ting, memicu keke-
cowaan masyara- kat dan akh-

Kesdean inl seharusaya men-

Jon pelaanan soagaimana

"l budan Mei 2019,
selama 3 (tiga) hari di Bogor,
Ombuceman Republk ncone-

Guestionng (LSO) yatu men- skl metode Propartf I teloh
dengarkan, mersegiun dan  dikuasai, namun elemen yang
membust. pertanysen mend:

Refaming (merangka: kaimst i adaiah atitud (skap).

dan yang negste ke pusl,  Sikap seharusnya mengh-

tsk efeltt menjad efeki,  langkan prasangka, ticak bera-
s o masa dopan, GGk sums, menempatkan Informasi

berguna mensics berguna), i pihak yeng bermasalsh

kenendsk phsk, P9 The ke arah solusl, menciptakan
- ang

i ntuk me- ngupss au  dalam mewvjudkan pelayanan
merosali seneoga muncl  publik yang berkuaitas sehing-
Feoenogan shek yrg behen 52 mencegat peuatan Holod-

pe- ngaduan masyarakat. Ser-
Ingkal, skap pelaksana dan
penyelenggara yang tidak
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8g

2 g pemyaesaan oo
ran dengan metode Pr

an Partispatl_(Propartif) ke-
paca Asisten Ombudsman RI

Approach (FT
(ima) skill yang harus ikuasai
oleh peserta training yakni

mestrasi,

reedck (umpon balk). Pen-

nyoicexan iapor
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KABAR PERWAKILAN

PELAJAR MILENIAL PEKA PELAYANAN PUBLIK

mbudsman RI Perwakilan tahunan yg diadakan bagi ka-
Yogymarts menyeiengoirikan laen pesjer o N, Kegit
kegistan "Ombudsman Road to s
Schoof” di Aula MAN 1 Yogye-

jsama Ombudsman RI Par
wakian DIY dan sekoiah. Pada

layanan publik dan begaimana
peran mereks dalam pelayensn
publik

Ml yaog rark o e o
acara *Ombudsman Roadt
oo ha
Genya seorang inspiator yang
berbags kisen pengalamannya

o Road 1o Schoor

anadin oeh sokiar 70 orang

siswa-siswi MAN 1 Yogyakarta,
“Ombudsman  Road

Schoo” adalah agenda rutin

kepads pars peserta. Ansk
Unyu, begtu is menyebut d-
raya kala itu, seorsng yang
tujuh tahun I3k baru lukus SMP
di salh satu Kabupaten
bagian sefatan di Jawa Tengan.
Tk hanya kakimat motivasi
den inspirasi yeng ia tuturken,

menbusthan

'Kgixumun says tidsk datang
dei langit, bacaan dan ling-
Kimgan yang bas kuiah

yang menemps saye,” ujsr-
.

Inspirasi tidak hanya da-
tang dari para_narasumber
(Danlena dan Septiandita Arya
Mugowwah), anggota komuni-
tas sanavet pelajer pun it
endi. Sery, angoete omue
tos 2 Yogyskarta
menarmbahian bawa be
gabung dengan komunitas 52
habat peiajar bisa menamban
pengalaman.

Seain ity, melaii peatinan
yang diadakan Ombudsman,
keterampilen juge bsa ber-
tambah karena ikut mempela-
s public speaking.

Ibu Hartiningsh, Wkl Kepaia

hami dengan balk oleh peser-
@, pantia Juga kut menam-
bankar

games di sela-sela acara.

KABAR PERWAKILAN
Ombudsman Ukur
Efektivitas Pemberian
Tunjangan Guru Daerah
Terpencil di Papua Barat
dengan FGD

Ombudsman Papua Barat menggelar Focus Group Dis-

tunjangan Guru daeran terpencil di Provinsi Papua Barat
pada bulan Ju talu, bertempat di Hotel Swiss Bel Manok-
j2r. Koordinator Kafien, Rosalina Selaya, menyataken FGD
ini merupsken bentuk penyampeian kepeda pihak terkait
atas kafian cepat yang dilakukan.
Kafian kebijakan Ini diakukan dengan dua metode yaltu

KABAR PERWAKILAN

Ombudsman Kalimantan Selatan
Berbagi Kurban dengan Dhuafa

Momentum tauladha 1440 H
tahun ini dimanfastkan oleh
insan Ombudsman RI Kasman-
tan Selatan untuk menggetar
penyemacihan hewan kurban,
6 Kentor Ombudsman RI Per-
wakian Provins:  Kalimantan
Selatan. Kegatan yarg berto

Kepala Perwakian Ombuds-
man RI Provinsi Kalsel, Noorha-
lis Majid, menerangkan kegiat-
an kurban yang digagas ke-

maken *Ombudsman berbegi  ini, kan satu bentuk
Kurbon kepada Onuale” i ik kepedulan Onbudsmen
hanya dilkuti oleh insan Om-  daerah berbag: kepada
budsman Kalsel, ramun juga hususnys  kaum

Kemunitas Dengsar i Sl i, ponie o

untuk mempererat tal per-
saudsraan antars Ombudsman
dengan warga sektar Ilr\ﬁku—

macsrian bews kegutsn
il sangat menarik. ‘Kt
sangat  antusias. meng\kun
proses kegistan mulsi deri

percncanaan,  pembentukan
panitia sampsi pada pemba-
gian daging qurban kepada
dhuata dan warga sekitar” ka:
tanya. Selain melibatian ge-
nerasi mude atau mehasiswa
magang sefak awal hingga
mengajarkan
kepedulian begi sessma serta
peduli fingkungan. Hal ini
dikarenakan wadah yang digu:
nakan pun sudah memakal
Katong yeng ramah

oakcanakan s tarben
& Kantor Ombudsmar

cata dilakukan di tiga lokasi yaitu Kabupsten Manokwar,
Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong. Ketiga
Yabuostan bl ssboge el hast o fopon Bors

Karena adanya Ombudsman
{erka ok tept saserannya tunjongon kiusus. tarsebut
aerikan,

Kegiatan FGD tersebut @hadini oleh Dinas Pendidikan
Provinsi dan KabupstenyKots, Guru Daerah Terpendi, dan
Pengamat Pendiikan. Selai Itu, Ombudsman Papua Barat
wga menghadirkan pihak Badan Pusat Statistk (89S)
Provinsi Papua Barat. al ini ikarenskan data yang diteri-
ma oleh quru dan pegawai tenis dari setiap dins pendi-
daan setempat danggap beras) dar 7S

"Kami mendengarkan banyak masukan dan pendapat
lar ser ihek yang hadi Salah saunya dart 875 Papua
Barat yang menyatakan bahwa data tersebut sesunggun-
nya tidak vakd dan hanya dapat digunakan untuk Intemal
Kemendes PDTT misalnya dalsm pengslokasian Dana Dess,
menurut BPS sesungguhnya data yang harus digunakan
oieh Kementerian Pendidian dan Kebudayaan adalah data
1PM (Indeks Pembangunan Manusia) oleh Bappenas,” tutur
Rosalin.

Tak haaya itu, Rosalina Juga menambahican bahwa be-

serta Pemerintan daerah dalam hal ini Organisasi
urangiak Dt (GFD) o ogo bt mencerng star-
0 lokasi daerah 3T (Terdepan, Teriuar, Tertinggal) dan ten-
tunya akan membanty menjadi e yang akan
dperhtungkan pusat dengan diterbitkannya Peraturan
Daerah dalam penentuanaya.

KABAR PERWAKILAN

Antusias Tinggi, PVL On The
Terima Banyak Laporan dan

Puluhan pengguna layanan

H
H
]

[

NTB, mengatakan batwa ke-
qistan ini tak hanye ek
sanaken @ RSUD Kol
Mataram, tapl Juga sudah di
Jacwalkan di beberapa tempat

Spot

Konsultasi

Iain seperts Kabupaten Lombok
Bart dan Kabupaten Lambok

e Juga mencoritakan

Segaivara s ok uenye

@t sengat antusias dengan

xeuelin . Menunut catatan-
puluhan

dan konsultasi yang dterima
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cukup beragam, seperts keluh-

an terhadap pelayanan pend:

diken, peradilen, pertanshan,

dan tentunya pelayanan kese-

hatan di rumah sakit yang ber-

Kakan dngan peapara 8715
Kesehatar

Wkl Direktur RSUD. Keta

masyarakat. H. Zuhhad Juga RSUD Kota Mataram, tapi Om-
eha

Terima kasih Ombudsman.”

Mataram, H. Zuhhad, yang palkan keluhannya  kepaca

juga merupsken Ketua DPW Ombudsman,

PPNL NTB, ut g

kegatan Ombudsman yang Gengan Ombudsman, sudan

diommian di RO Kota o e o meeor bl
taram. Dirinys mengatakan

Tame kegiatan ini dapat men-
5di bahan evalasi dalam
memberikan pelayanan kepada

Kegiatan int tidak hanya di
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PERISTIWA
SUARA PUBLIK

OMBUDSMAN GELAR NGOPI BARENG DAN
BEDAH BUKU “TERIMA KASTH OMBUDSMAN" | parant; Kejelntan

Bagl Paulus Suparo, menangan! persoalan pendaftaran
tanah seperti menyaksikan laju pandidian anak dan usia
pra-sekolah Ningga lukus S3. B4a dikalkuiasi rentang wakty
yang Gperlukan bagi seorang anak usia pra-sekoiah hingga
mesaih gelar doktos, kira-kira memakan masa 25 tahunen
Bahken waktu yang Paulus sershken untuk mengurus

fu. 13 harus menunogu hingga 31 tahun agar proses
paryelsaian st tavshrn. Ranoeil sncars bk
olen badan pertanahan setempat.

Yo, Pl o menpurs peyelesalan sl tanah-
Ny tersebut sefak tahun 1986. Akhirya, baru 31 tahun
kemudian stau pada tahun 2017, solusi terbeik bagi penyele-

Mungkin badan pertanahan setempat punya perimba.

memakan waktu cukup lama. Namun bags Paulus, periua:
ngannya selama 31 tahun menangan urusan tanah miliknya
tersebut, terbayer tuntas saat petugas badan pertanahan
mengundangrya datang ke kentor den menerima proses
pendsftaren tanahnye.

i
but menawarkan solus terbalk atas permasalahan tanah fu.
AR, Sunggun manis penantian ity tertunaikan.

“Terima kasih atas perhatian

S e Qs dan pelayanannya, semoga
mboge Pengawasen Pe- g3 peopor lavnan pubK kosmetk, Kebiskan mpor | masysraat mergens tigas,  Ombodsman peru menyein: Ombudsman makin
vmm Publik Ombudsman R, yang datang Mmenged Kepoca  bawang At ng UGk ans fugsi, 6an wewerarg O
or sgenda rutn "Nqopi  kami dan terselesaiken Mo paren, Maladminsiresi rekrut.  bugsman dalam pendemasan dirasakan perannya.”
Bareng Ormsdsmen” beserta  4abya: ttur Amauian men S penyandsn da-  pelyenin e terjadi di lapangan. Tak haya
sk media guna membohes  Pads  kegiotan tersebut,  sbilitas yang tidak dsciessikan mentara #u, Duts Boca  itu, Ombudsman juga merupa-

surisu terkait aduan pelayanen  Ketus Ombudsman Rl G  secara sistemik, serta kontro- Wiy Najwa Shihab me-  kan pihak yang penting untuk
publlk yang diangkal Gengan  dampingl empak anggota Om-  vers: pombatasan IMEI (inter-  ngatakan bahwa Ombudsman  melakukan pangawasan bagi
kegiatan bedah buku berucul budsman innya, yaltu Alvin national Mobile Equipment adalah anak kandung reforma-  pemerintan serta melakukan
“Terima Kasin Ombudsman” di U, M.Si. (Bidang Perhubungan  Identty) yang sedang di- s, yang lanir setelah masa evaluasi

lobby Gedung Ombudsman RI, dan Infrastruitur), Prof. AGe-  Siapkan rancangan persturan-  orde baru tumbang, Ombuds-  Ngopi Bareng Ombudsman
Kuningan, Jakarta Selatan pads  anus Meliale (Bidang Peradilan nya cleh Kementerian Perin-  man bertuges mengurus kelu-  dan Bedsh buku ini menghadir-
Agustus 2019 llu, Ketua Om-  den MAM), Abmad Alsmsyoh dustrien, Kementerion Perds-  hen-keluhan rakyat terkait kan tiga narssumber utame,
udsman Rl Pof, Aroen Swgt, (Bideog Pemackoman  gangen, dan Kemarkamicda, - leyera publ sl ck - ye o, Sarang RS, Srod-

Rifal, menjelaskan bahwa ke-  Khusus), dan Or. Nink Rahayu  Prof. Adrianus Mellala yang  sebush negara demokratis.  Jonegoro, Menten Perencanaan
Giotin I ‘ssboqm saiah sa0s (e ko dan Perscher) maniad  pembicars pads  ~hase bardampal Ombuds-  Pambangunen Nesral (P
uy budsman  dekat menjawab sejumian isu, Di an-  Bedah Buku mengatakan, man perly penas), Duta Baca Indone:

m
Qengan masyarsst melohi taranya tkaR aduan lerhadap Daluan GRerRKOYS. Duku  Komendasi spesk. temadap sia; Najwh Shinab, dan Prt
Kasus-kasus besar yang terje-  Adrianus Meiala. Kegiatan ini
di, berdasarkan deta dan fokta  juga dinediri oleh pera pus-

kait kasus-kasus. yeng sedang

dita yang dkumpulken, tambah takawan dani kementerisn dan
p 4 b ot Najwa Shinab, lembega di Jakarta, pora awak
dalom rangka memeriah Pentngnya peran Ombuds:  media, para penyandang dis-
HUT ke-74 kwmk lmmm;, 52an (LAHP) terhadap Kemen- cayal Ombudsman menyam- man sebagal badan pengawas  abllitas, serta masyarakat Tahukah kamu Ombudsman Berhak
maka acara Ngopi Bareng keu yang belum membayar se-  paikan keluhan permasalanan  peiayanan pudlik menjadi so-  umum, Merahasiakan Identitas Pelapor?

dibarengi  engan  kegiatan  jumiah kewajiban hasd dari pu-  mereka. Selain tu, a juga ber-  rotan tersendiri bagi Menterl
bedah buku hasil komeilasi ter-  tusan pengadian, temuan pe-  harap buku ini dapat memberi-  PP/Bappenas, Prof. Bambeng

Kait surat ucapen terime ke langgaran terkst prog Kan nformasi kepac Sradjonegoro. Menurutrys,
SUARA OMBUDSMAN
Jalan Berliku Pelayanan menyediskan ruang latasl  tetap secar Implist deufukan
Yy memang bukan hanya kantor  meriksaan Audtorat Keuangan  ANggapan ruang aktas bukan  untukbenar-benar mengin-
Kelurahan dan/atau Kecamatan  Negara (AKN) ITI BPK. salah satu hal yang penting plementasikan nilai-nilai pan-
Publik Ramah Anak saja yang bekum menyecaken,  Dalam sambutanya, Ang-  dalam pelayanan ini muncul  casila Galam kehidupan ber-
" gota 11 89K mengepresies ke Karena terlat jareng diskses  bangsa can bermegara. Karena
menterian Jang  oleh pengguns iayanan. Pada-  secara tak langung, seuruh
menguiami persokn dolam i, Undang Undang  masyarskat telah mempe:
Fal Skuntabicas don transps:  No. 25 Tahun 2009 sesogal 1o n

bahwa  Laporan  Keangan  pelayanan publi ialah tersedi-  dan mengurus segala penye:
tahun 2016 pada 38 kemente-  anya sarana/prasarana khusus  lenggaraan  kehidupan  ber-
flan/lembaga tersebut, tidak  bagi penguna layanan berke-  bangsa dan bemegara, khu-

yang mendapel opini  butuhen Khusus, dalem halini  susnya dalem meneta pelskss-
Tidsk Memberiken Pendepet  ruang menyusui naen peloyanan pubik, yang
(Disclaimer). Seperti Kota Balkpapan  secara nyata dbutuhkan ma-

torsebut conderung bem  pada awal Jull 2019, baru seki-  syarakat. Olen karena Ity

Soakansi Indcoass sebage
generasi penerus bengss.
dengan kategorl Pratama der

KPPPA. DI beberapa kanor Pe- Zayanti
layanan Publk, sopert kelura: Asistan wwm.a omdsman
han dan/ atau Kecamatan, RI Kalsel

Sumtergurour Gemseren | 0E003N  predikat  apakah mash  terdapat petugas.

leyanan  yang  memberikan

Oua dari lims but Pencasile,  Bukan hanya orang dewasa ek hanya di peleyanan ke oleh predikat layak anak atsu layanan sambil merckok &
menupekan ctacta untuk g mendapatian perakuan sehalan, d kartorkantor pe- sk, Sebagaimens dimuat  res kantor. Bakan d kota
mewujudkan kehidupan ber-  tersebut, anak pun lkut menjadi layanan  public seperti  dolam ketentuan Pasal 21 Ayat  Semarang, 12 tur Sipi

bangsa dan bomegara secara  korban dalam publik yang dapat  kantor kelurahan danto (5) Undang-ndang No. 35 Negara kedapatan marokok di
beradab dan adil. Dalam kon-  dikatakan tak rameh anak. Se- amaan  yang  memang Tahun 2014, Tentang Perubah-  area Rumah Sakit Karfadi. Ke-
teks spesifk, kehidupan ber- begsi gemberan, pelayanan banyak diakses Oleh ma- an Atas Undang- Undang gatan merokok tersebt  Wall Kota Semarang marah

052 dan bermegars ersebut  publk yong tidsk ramah snsk  Syarsat delam memina sUGt - Nomar 23 Tahun 2002 Tentang  bukan hanya B3k mencer- a3t melakukan inspeks mer-

dapet diterjemanian dalem hal terjadi pada bayi Debora tahun ngan  tidak mempu, Peringungan  Anak.  Oleh  minkan pelayanan oublik yang
pelayenan publik. Pelsyenen 2017 lal, karona  tidak mmwmi kertu identitas arena itu, tsk heran jika remah anak, benkan memba-
ol yorg  deenggarakan  mancapatian poayanan kise:  ansk, don sty oge e muncul feromens Kebupote  hayskan k. yorg ads &
Pegars, kan harya pelsyanan  hatan dengan bal 0 ah sat hal demican Kelurah-  Kota beriomba-iomba men- sekiar rumah sakit tersebut.

Dot socars rosedurl gl namah. souk. Bankan, Korél on drvatey. Kecamatan. o dapatian predikat sebagal Ka- Teriedih bagl Kota Semarang
pefayanan pubik yang berkuall-  Perfindungan Anak Indonesia bagal wadah pelayanan admi-  bupaten/Kota yang layak anak,  yang telah manetapkan Perda

25 030 selurun akyak Indone:  mengambd kesimouln semen- NS DEANT Sy MemA- _ Teap,tak sepenubnya pre:  No. 3 Tahn 2013 terang ki

sia, Dalam hal i, masyarakat tars bahwa delem kesus ini ki ruang bermain anak, pade-  dikat layak anck tersebut ber-  wasan Tanga ROk

seboga pengakses terbesar pe-  telah e dikiminact dan Del UMUPOYS MaSyraket joon muks. Dslam iglemen. Sen *tamst _bermain

layanen masih sering mendapa-  penclantaran oleh pihak rumah  yang datang untuk mengakses  tasiny, kots yang mendapat-  ansk dan layanen bebas ssap

8 pelsysoen g bk 2l SaKK Nigga Mmenyebabkon ke layanan kebaryakan membs-  kan predkat raman anok Lom-  rokok, mash bamyak Kantor  mewujuckan peloyaren pi
bankan tidak beradat matian. wa anak. Karena tidok baga Pemerintah Non layanan yang juga belum Yo ramah
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OMBUDSMAN RI TANDA TANGANI KILas

Listrik Mati,
PIAGAM.AUDT ERN_AL* Ombudsman Minta

Klarifikasi

REPUBLIK

it Tunta

Anggota Ombudsman RI, Laode Ida dan ANIn Ue

S gam, i melakuskan rapat permintaan Klarifikasi terkait pemadaman

‘Ombudsman RI menyeleng- tugas dan fungsi pengawasan la Ingin inspektorat men-  diberikan mandat. Emadhi Su-  melakukan pengawasan pe- listrik yang sempet terjedi & wilaysh Jakarta, Banten, Ja
gerakan  penandstangansn intermal G Ombudsman RI. jalenkan cua fungsl yatu so-  darmanto juga kA mengapre-  layanen publik,” ujar Emachi. Barat dan Jawa Tengah, pada Kamis (8/8/2019) G Kantor
Piagam Audit Internal (Internal  Penandatanganan Pisgam Pe-  bagal konsufan Internal dan  siasi Ombudsman yang telah Ombudsman, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Rapat Ini
Audt Charter/IAC) pada bulan ngawasan Interal Ombuds- qualy assurance, Tak Nanya membuktikan Komitmen da- hadin oleh Djoko R. Abumanan (Direktur
Jull 2019 laky ol Ruang Awcika-  man dihadi oleh Deputs Pen- U, inspektorat juga harus bisa  lam rangka peningkatan kepa- Djoko Siswanto (Sekretaris Jendersi Dewan Energi), Sularsi
S Kontor Ombudsman RI. Gawssan Instansi Pemerintah menjamin kualitas kinerla di biitas Aperat Pengawesen (Pengurus Harian YLKI), dan David Tobing (Ketua Komuni-
Piagam yang Gandatangani Bidang Polli, Sosial, Gan Ke-  Ombudsman. Intern Pemerintah (APIP) & tas Konsumon)
cleh Inspektur Ombugsman RI, ~ amanan; Emadhs Sudermanto.  Dolam zambutannya, Sek-  lingkungan Ombudsman. “Sa- Ombudaman meminta secars lenghap kepad LN ten-

s e e i oo

e oon vy i, e . B P o e e o ac bt

Goran i do baarsy ok enGaan boma DO Srary. i Moo (473 & vioreh obodeabek, Jowe Garst, dan Burte,

fion mandat kepada Inspek- hanya menadl  seremonial  wasan intemal harus bekerla negara yang . beritegritas, PN had 1 sudah menopk Tim Tndependen Lotk

e o . ot o —— T, T PNt 1 o, somrg T Lnepencn i

b el
e e S o St

KILAS Pada kesempatan yang sama, David Tobing menyaran-

. ) e ot o

Cagar Budaya Boven Digoel Terbengkalai 19 pesaan snparg s yarg eryshr o e

r rekat. Maks dar itu, Ombudsman sebsgei Lembaga Negars

P s e e e

Ombudsman Siap Bantu Gkan lbih it mangenal dta-data yang telan dcapat.

kan dari piak PLN.

tang kegelasan penyebab matinya listrik pada hari Minggu

por

Standar Pelayanan Publik adalah 2

L, Tolok wkur sebagal pedomn peys

I Acvm pon s et
Anggota Ombudsman RI,  Cagar Buday Boven Digoel  budays o Boven Digosl, Om-  Bovren Digoel dslsh sitis  untuk  melestarkan  cagar

Ahmed Susdi mengundeng D meruekan pelsbunen, kom-  budsman merass digeriukan  yang penting dan letaknya pun  budsya Bowren Digoel den B T
rextorat Jenderal Kebudayaan plek penjara, rumah sakit, ba-  acanya tindak lanjut oieh pe-  Strategis, hal ini SeNarusnya  Juga Siap membantu pelaksa- @ Utk memviuian pelayanan publl yang berkuslitss.
Kementerian Penddikan dan  ngunan rumah, serta riang se-  merintah setempat dan Pe-  dijadikan sebagal perhatian  naannya. o s | g

Kebudeyaan di Kantor Ombuds-  kap yang merupaken situs se-  merintah Pusat. nasional," tukas Anggeta Om- .

men RI, peds Kamis (25/7) jareh perjuangan Pahlewan Na-  Hal ini dikarensken situs- budsmen RI, Abmad Suadi. T

untuk membanas kondisi ks sional Mohammad Hatta dan  Situs di Baven Digoel merupa-  Oleh sebab Itu, OmbUdsMan — 0=

cagar budaya di Boven Digoe!, Sutan Syahe. Terkait fsu tor-  kan aset penting yang harus  menyarankan agar Pemerintah
- "Situs

Ombudsman Kaji Kualitas Pelayanan Publik Dasar
di Kalimantan Tengah

Anggota Ombudsman RI, Ombudsman Gengan meminta  terpinggirkan, dan terfuar pada  Tak hanya Ry, Amad Suadi Juga.
Ahmad Suad, meminta pen-  keterangan kepada Pemerintah  bidang kesehatan, pendician, telah  memberkan baberapa

jelssan deri Bupeti Pulang Deersh terksit. serta perindungan akan keper-  cataten kepeds Bupsti beserts
Pisau, Provinsi Kalimantan  “Tim Ombudsman pads 18 cayaan. Menanggspi akan jaferannya terksit masukan
Tengah, Edy Pratowo, terkat sampal 21 Junl 2019 telah temuan tersebut, Bupati untuk perbalkan  pelayanan

kayan pelsyanan publik dasar melskukan pengumpuian data Pulang Psau, Edy Pratowo publi di Desa Pends Barania,
di Desa Penda Barenis, pada  den informasiterkat pelayanan  memberikan spresiesi kepeds
Jumat (5/7). Pertemuan yang publik dasar di Desa Penda Ba-  Ombudsman R "Saya mengu-
diakukan di Kantor Ombuds: rana, Kecamatan Kahayan capkan terma kash atas
man, Kuningan, Jakarta Sela- Tengah, Ksbupsten FPulang temuan yang telah dipsparkan

e il membahas mengenai Pisau Kalimanten Tengah dan oieh Ombudsman RL. Seteiah —
kagan  kualtas  pelayanan memperoleh beberapa temu- saya menerima 13poran terse-
publik bagi kelompok dan ma- an,” ujar Ahmad Suad. but maka saya langsung ke
sysrakat marjinal khususnya & Kefien ini bertujuan untuk lokasi dan kami juga menja-

mendorong peningkatan pe-  dikan temuan tersebut sebagai
Pulay Psau. Beberapa temuan  layanan publi kelompok mar- referensi untuk  membanahi
dalam kayan deindakianjuti  ginal, daerah tertinggal, Desa Penda Barania,” ujernya.
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OPTIMALISASI PELAKSANAAN ABAT PERIWAKILAN

Ombudsman Minta

REKOMENDASI OMBUDSMAN Pemdes Patambanua

Danyaknya instansi yang tdsk _ Sayanqnya, dslam catatan  Negers sesual kewenangannya "
mémeth rekemendss O Keaetenen fesatue dan Mon- acar memperoen e on. | P€@Fhatikan Jalan Desa
Butrmn. Mengutip peryera.  Roing mash evapet Teraper

et o A 137 G bt

-Undang por  dan/

Ombudsman Republik  stasannya Gan melakukan pe-

Indonesia amat berbeda  merksaan fapangan untuk
pemahaman  memastikan pelaksanaan re-

yang biasa kita Komendasi,

temukan. rekomendasi  Seveqei contoh, Ombuds-

Ombudsman Republik  man telsh mengelusrian re-

Indonesia bukan seka-  komendasi yang  Gukan

dar usul ataupun saran  kepoda Bupati Kotabary, sgar  melaksanakan  rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barst, menyayang-

_ _yangdapat & Bupati Kotabaru  segers  Ombudsman sebagai lindak Kan kasus pasien ditandu yang terjod: di Dusun Bombeng,

lilaksanakan atau tidak  melakukan pambayaran Ganti  lanjut pengaduan masyerakat, Desa Patambanua Kab, Polewall Mandar. Koordinator Tim

dilaksanakan oleh pihak  rug kepada Pelapor atas tanah  diberikan sanksi berupe pem- e
[O—— ” mbudsman a7, Sekarwuni Manfaati, seteiah
yang memperoleh  Pelapor yang digunakan se- binasn knusus pendaleman Iengeian ke i seaere s kb
Ombudsman Republik Indo-  Gpantau pelaksanaannya. Da- rekomendasi. bagai jalur hjau oleh Pemenn-  bidang pemenintanan  yang vt

nesia sebagai lembaga negara  lam nel . secaro keselurunen rekomendasi Ombuds-  tzh Katupsten Kotberu. Om-  dilaksanakan oleh Kementeri- Gl — | . ! .

pengawas pelayanan publik, terdapat 58% penerima man Republik Indonesia budsman Rl bersama Om-  an serta twgas dan kewenan- Sekarwunl Manfaati menjelaskan, kejadian Inl bermula

dilengkapi dengan sejumish ke-  komendasi yang petuh mvrw bersifat final dan budsman RI Perwakilan Kall-  gannya  Glaksanakan Kathch adta salsh $605A11) Warpa yeng $akRt dart hanss diro-

wenengan. Selah satunya ber-  dap rekomendesi Ombudsman. mengikat". mantan Selatan secara terus  wakil kepala daerah atau peje- Juk kon Puskeemas, namun akses Jalan menujs Dusun Bom-

dasarkan Pasal 8 ayat (1) hursf  Banysk phok yeng salen meners telah  melakukan  bot yang diunjuk. Ketentusn bang ticak bisa dlalul kendaraan roda empat. Sehingga

U0 3772008 adah; mambuat kaproh mematam) reomenda: | Acs yong diataan Oeh  Mmonturng pelssanan e terseut teiah dprile puls pasien ditandu kewar sampal ke ujung falan tempat srmada

rekomendas| mengenal penye- 5| Ombudsman. Teriebih, mun Ombudsman periode  komendasi i, balk melal  delam PP 12/2017 tentang mbulance menunggu. Seperti yang Siketahui, asilitas kes-

e o e . oA potoan baw rekcen.  patana tadiuk ki arga penrun maup 'secwn  Mevoyain chn Pargumesss enatan seperti Puskesmas di Kecamatan Bulo, Pustu di Desa

komendasi untuk membayar asi Ombudsman hanya berupa  deser. Pasal 38 ayat (1) UU  tertulis. Dalom beberapa kes-  Penyelenggaraan Pemerintah: Patambanya dan Bidan Desa sudah tersedia. Namun, akses

gant rugi den/atau rehebilitasi Usulen stau seran yang tidek 37/2008 tegas menyatakan empotan petemuan Gan su-  an Daeral Jalan yang menghubungkan antara dusun knususnya di

kepeds pihak yang drugiken. wejib dilsksanaken. Mel iilsh bawa Toriapor dan atasan ratnya, Pamerintah Kabupatan Gusun Bombang belum memadsi,

rekamendasi dikeluarkan Om- Teriapor wa Kotabary selaks menyatakan Oleh karena Itu, Tim Ombudsman meminta Kepala Desa

budsman apabiia hasil pemer-  Instansi yang tdsk mematuh rekomendasi  Ombudsman. menghormati  rekomendasi patameania e mampention onde puen
Iksaan terhadap laporan man-  rekomendasi Ombudsman, Ma-  Merujuk ayat (2), ketentuan Ombudsman dan akan meiak-

yatakan dremukan maladmin-  nQutp pemyataan terkait halinl  tasan Terlapor juga memiki  sanakantya.  Akan tetapi, e tenan AT stram Baa o
isvasi. Garl Antonius Sujata dalam ar-  kewsjiben untuk menyam-  komitmen itu selelu meleset

Berdasarkan ala yang G- tkel di Harian Kompas Kompas  pakan lsporan kepads Om-  dan pembeyarsn kepada Pel-
oleh Keasistenan Resolusi dan  edisi 1 Desember 2015 dengen  budsman tentang pelaksanaan  apor tidak kunjung  Glak-

N judul rokomendasi  yang  telah  sanakan hingga saat Inl. Om. werga, kejodian i suca b Kok e
instansi penyelenggara pela- gyt yang salsh  dilakukannya disertal hast pe-  budsman tekah melaporkan hal Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat Lukman
yanan publik terhadap reko-  kaprah memahami rekomenda-  Merlksaannya dalam waktu  ini kepada Presicen dan Dewan Umas, lkut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat
mendas| Ombudsman, dicapat ~ si udsman,  Terleblh,  paiing lambat 60 (enam puluh)  Perwalian Rakyat sesuai Pasal yang senantiasa kit mengawal dan mengawasi pelayanan
hasil sebagal berfkut: 40% re- muncul anggapan bahwa re. hari terhitung sejak tanggal 38 syat (4) UU 37/2008. Surst Publik. "Perbaikan pelayanan publi membutuhkan peran
Komendasi dilaksanakan sepe-  komendasi Ombudsman hanya  diterimanya rekomendasi. Ja- tersebut direspon  Presiden seta semua phak, Utamanya pengguna layanan publik
nuhinya, 18% dilaksanaken se-  beruga usulan atau saran yang  di, sifat wayb dilsksanakannya  melalul  Sekretaris  Kabinet ‘sebab kami sadari betul, mata dan telinga sangat terbatas
bogian, 26% tidak dilsk- tidak wajib dilsksanaken. Hal rekomendasi Ombudsman me-  yang meneruskan surat tarse-
sanakan, den ssanya masih  indah yang menjadi faktor mikki dasar yang sangat kuat.  but kepada Menter Dalam ujar Lukman.

KILAS
Ombudsman Dampingi Pengelolaan Pengaduan di Kementerian ATR/BPN

Ombudsman  menggelar  "Salsh satu butir nota kes- Pengaduan an Penyuluhan Pemerintah Daerah. la

paramUan perdans pendamp.  pahaman adukh panEn, Masyerskat; Mochmes Sei,  barharsp mendaget dukungan

Ingan tekns pengeloiaan pen-  menghubungkan fungsi pen- menyampalkan bahwa pengelo-  kebisakan darl  Kementerian
pa ui Y

LAPOR! SPaN dan pengemban- TR O bebergo perwakln  SPN ki sudah menjadi saloh  pengeduan, 1kl perwakion
gan unit penanganan pengad-  sudah ada kerfo sama dengan satu Indikator kinerla G kan- berterima kasih atas
wan  dengan  Kementerian  Kantah setempat terkait penge-  tor-kantor pertanahan. a juga keq» sama inl. “Dangan ke
Agrra dan Tta o Badnldaan pengacuen by, mengalakan bohws ads ga hadean Oridsman dekisi
Petanahan Nasional (Kement- Menurt Alamsyah, Kantor fase pengeloiaan pengaduan  kita akan lebih kaya,” katanya.
wan ATR/BPN) sers. VSAID Valayah Kalimantan Barat akan yang akan dikembangkan di Ke
sebagal lembaga donor di menjadi percontohan  pen- menterian ATR/BPN yaitu pen-
Kantor Ombudsman peda hari  dampingen pengelolasn pen-  gelolaan pengaduan dengan sp-

Jul 2015 ok Di KESempatan  g304sn o Kementerian ATR/B- ke melau meda sosal, nte- —
i elum grasi apikasi dangan LAPOR!
sysh Saragin, mn,nmm Isi, Ombudsman akan melaku- SP4N, dan membangun call

balwa pendampingan teknis inl  kan review atas sistem yang center. Menurutay, Sast ins Ke-

merupakan salah satu tindak sedang beralan G kantor menterian ATR sudah pada

lanjut nota  kesepahaman tersebut dan kemudan di- tahap yang kedua.

antars Ombudsman dengan hubungken dengan sistem  Seuki juga menambehkan
bal

Kementerian ATR/BPN yang  yang ada di Ombudsman. hwa penguatan penerapan
sudah ditandatangani paca  Kementerian ATR/BPN yang LAPOR! SPN sudah dilakukan
tahun 2018. ‘Gmakill cleh Kasubbog Layanan @ tujuh Kementerian dan 27

KILAS
Ombudsman Minta Klarifikasi Akses Data Kependudukan ke Dirjen Dukcapil

Ombudsman Re- mana saje dan untuk ope bekeria sama. Menurutnys,
Dunuk Indonesia, Ain Lie dan  ujarmya menambankan. ada tiga tolok ukur yakni ke-
Suad, bertemu Gengan  Ta  menyarankan  kepada  wenangan, substant, dan pro-
privihgrirtan Kependudu-  Diren Dukcapil agar dalam  sedur. Kriteria lembaga telah
kan dan Pencataten Sipl Ke- stursn kerja sema dengen diseleksi dan yang Gberikan
menterian  Dalam  Negeri, pihak swasta harus Gitekankan  akses adaiah Kementerian, non
Zugan Arif Fakrulloh. Perto  bahwa pemborian akses hanya  Kementarian, Badan Huk
musn yang berlangsung pada  untuk cek keabsahan ateu veri-  Indonesia dan pertimbangan
Mii 2019 lalu ini, betujuen fikasi data sajs, buken untuk  lembaga lainnya seperti Otori-

Uk mengkirkas pemare - mandekaes ke P tas Jasa Keuangan (OXK).
fastan data kependudukan oleh  Alvn juga meminta agar  Single Kentity number seperti
swasta, Dicen Dukcapd vetuk mening. Ko Induk Kependudokan

Alvin Ue menjelaskan yang  katkan pengawasan keamanan  (NIK) di KTP merupakan data
manjadi sorotan Ombudsman  data dan manjaga kepercayaan  dasar yang terkonaks! dengan
adaiah data seperti ape yang  yang diberikan kensumen agar  SIM, nomar seler, perbankan,
bisa G akses olen perusahaen  datanya dilindungi paspor, dan kepemilikan kend-
Swasta. “Di era digital nl, Gata nanggapl hal tersebut,  araan
pribodi merupakan néal yang  Diren Oukcapll Kemendagr,
sangat besar. Terbukanys akses.  Zudan Arf Fekrulloh menjelas-
untuk  data  kependudukan,  kan bahwa tidak semua infor-
menfadi kekhawatiran masya- masi data diberikan kepada —

at data mereka beredardi  pihak swasta yang telah
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LENSA
UPACARA 17 AGUSTUS DI OMBUDSMAN RI

ian RI, Rasuna Said Jakarta Selatan. Upacara dipimpin langsung oleh
Ketua Ombudsman, Prof. Amzulian Rifai dan Pembacaan Teks Proklamasi oleh
Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih.

SEMARAK OMBUDSMAN RI

Insan Ombudsman mengikuti berbagai perlombaan usai mengi-
kuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia ke 74 di Kantor Ombudsman Pusat, Kuningan Jakarta
Selatan, Sabtu (17/8/2019)

OMBUDSMAN SIDAK KA WALAHAR
\ it

Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih melakukan tinjauan lapangan terkait
masyarakat atas ditiadakannya aktifitas naik turun penu

untuk KA Lokal Walahar uhur rute

PROFIL
Semangat Merajut Asa
Di Tengah Keterbatasan

Langkah kaki Reza Pahiepi langsung semangat saat men-
getahui adanys formasi khusus penyandang disabiltas pada
seleksi CPNS. Dori awal, ia sudoh merasa yokin untuk
mendaftar sebagal CPNS dl Ombudsman RI di tengah keku-
fangan yang demiliinya. DRambah lagl, dukungan orang:
tuanya yang tiada henti Juga terus memupuk semangat Rere
untuk mendafta.

Di tengah rekan-rekannya yang normal, laki-lakd yang
akrab disapa Rere ini berhasi mewujudkan esa yang banyak
rmg brphan, ok i CHS. Rere rengelcs eriog

etika memikirkan masa depan dinnya dalam
mencan Gan mendapatian pekersan. Namun, bukan begity
pemikiran orangtua Rere, Ayah Ibunya mendorong Rere
untuk terus menggapal Gta-cltanya. BegRu pula dengan ke-
luarga dan teman-temannya yang selalu mendukung agar
Rere yakin bahwa ia herus bangkt walaupun dengan keter-
batasan yang dimilikinys.

Ketika awa ia mendaRar di Ombudsman R, lulusan D3
Statistka Unwersitas Sumatera Utara ini merasa sedikit bi-
ngung karena proses pendaftarannya dilakukan di Jakarta.
“Saya kan bukan asil Jakarta, saya berasal dari Sumatera
Utara, Jadi wakty mendatar, saya seqiki ribet dan bingung,
soainya saya baru pertama Kl juga ke Jakarta, Tap, saya
tetap yekin behwa sy biss masuk Ormbudsman, jelas Rere.
Proses pendsfaran CPNS ini menyimpan benyak kesen
menarik, salah satunya adakah sambutan yang sanget ramah
dari phak Ombudsman dalam metayan seluruh CPNS. Wa:

Gakan dan tetap membimbing Rere dan peserta [3innya agar
proses seleksi berfaian dengan lancar. Selain iy, Ombuds:
men juga merupakan lembaga yang memiild kredibiltas.
yang tingg dalerm hal peleyanan masyarskat. Hal inileh yang
menjach mativasi terkust Rere ketiks mendaftar & Ombuds-
Rer menganggap, keterbatasan yang dimillkinya tidak
menghaianginya dalam  berkaric. 1a. juga

menjaci penghalang buat Kita. Walaupun kia dipandang
rendah, anggap sasa apa yang dikatakan orang hanya angn
lalu. Hal yang terpenting adaleh tetap berusaha untuk mem-
buktikan behwe dengan kekurangan ini kit bisa melakuken
apa yang mereka lakukan,” pesan Rere.

re Juga menitipkan harapan untuk Ombudsman Rl agar
tetap menjadi lembaga yang cukup balk, berwibawa, dan
tetap profesional dalam mamberikan pelayanan lebih maksi

al kepada masyarakat

Q) oo
Maladministrasi)
Pelayanan PublikidiDesa)

; r Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa
Kaurang kompeten
Program prioritas tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat

R siversiprogram desarkecamatan-kabupaten
Kurang maksimal




